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Nama

PEDOMAN WAWANCARA

Jenis Kelamin :

Jabatan

Tanggal

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan

Kebudayaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

a.

b.

Apakah ada sosialisasi kebijakan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017
tentang pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi?

Apakah ada rapat koordinasi pelakasanaan Undang-Undang pemajuan
kebudayaan baik tingkat Dinas, Organisasi seni dan budaya, serta pelaku
seni dan budaya?

2. Sumber daya

a.

Apakah ada sumber daya manusia yang handal dalam pelaksaan pemajuan
kebudayaan?
Apakah anggaran sudah memadai dalam pelaksanaan pemajuan
kebudayaan?
Apakah sudah ada sarana dan prasarana yang menunjang program pemajuan

kebudayaan?

3. Karakteristik Agen Pelaksana

a.

b.

C.

Apakah ada rencana program seni budaya yang terdata terstruktur dan
terjadwal?
Apakah ada rencana induk pemajuan kebudayaan?

Apakah ada SOP dan petunjuk teknis pemajuan kebudayaan?

4. Sikap Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

a.

Apakah ada koordinasi Dinas dengan Organisasi budaya dan pelaku seni
dan budaya?

Apakah ada monitoring dan evaluasi pelaksana pemajuan kebudayaan?
Apakah ada kebijakan daerah tentang pemajuan kebudayaan?
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5. Komunikasi dan antar Organisasi dan Ativitas Pelaksana
a. Apakah ada media informasi tentang kegiatan pemajuan kebudayaan?
b. Apakah ada temu pelaku seni budaya?
c. Apakah ada koordinasi antar stakeholder seni budaya?
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
a. Apakah ada kalender kegiatan seni budaya di Kota Bekasi?
b. Apakah ada pemberdayaan seni budaya di bidang pendidikan, dunia usaha,
dan dunia industri?
c. Apakah ada program corporate social responsibility (CSR) dari dunia usaha
dan dunia industri?
. Bagaimanakah hambatan - hambatan dalam pelaksanaan implementasi Undang-
Undang nomor 5 tahun 2017 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi?
. Bagaimanakah strategi dalam mengatasi hambatan - hambatan dalam implementasi

pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi ?
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Daftar Lampiran

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI UNDANG — UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN OLEH DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN DI KOTA BEKASI

No

Indikator

Pertanyaan

1.

Ukuran dan
Tujuan Kebijakan

Apakah ada sosialisasi kebijakan Undang-
Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan
kebudayaan di Kota Bekasi?

Apakah ada rapat koordinasi pelakasanaan
Undang-Undang pemajuan kebudayaan baik
tingkat Dinas, Organisasi seni dan budaya, serta
pelaku seni dan budaya?

2. Sumberdaya Apakah ada sumber daya manusia yang handal
dalam pelaksaan pemajuan kebudayaan?
Apakah anggaran sudah memadai dalam
pelaksanaan pemajuan kebudayaan?
Apakah sudah ada sarana dan prasarana yang
menunjang program pemajuan kebudayaan?
3. Karakteristik agen | Apakah ada rencana program seni budaya yang
pelaksana terdata terstruktur dan terjadwal?
Apakah ada rencana induk  pemajuan
kebudayaan?
Apakah ada SOP dan petunjuk teknis pemajuan
kebudayaan?
4. Sikap Apakah ada koordinasi Dinas dengan Organisasi
Kecenderungan budaya dan pelaku seni dan budaya?
(Disposisi) Para | Apakah ada monitoring dan evaluasi pelaksana
Pelaksana pemajuan kebudayaan?
Apakah ada kebijakan daerah tentang pemajuan
kebudayaan?
5. Komunikasi dan | Apakah ada media informasi tentang kegiatan
antar  Organisasi | pemajuan kebudayaan?
dan Ativitas | Apakah ada temu pelaku seni budaya?
Pelaksana Apakah ada koordinasi antar stakeholder seni
budaya?
6. Lingkungan Apakah ada kalender kegiatan seni budaya di
Sosial, Ekonomi, | Kota Bekasi?
dan Politik Apakah ada pemberdayaan seni budaya di bidang

pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri?
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Apakah ada program corporate  social
responsibility (CSR) dari dunia usaha dan dunia
industri?
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Lampiran 2: skrip wawancara Aparatur dinas pariwisata dan kebudayaan Kota

Bekasi dan pelaku seni budaya

Skrip wawancara

Nama : Ibu Neneng Kurnia, S.H., M.M

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal : 24 juni 2024

Pertanyaan :

1.

Apakah ada sosialisasi kebijakan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017
tentang pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi?

Jawaban: “Setelah penetapan undang — undang no 5 tahun 2017, sosialisasi
belum begitu optimal dilakukan baik ditingkat provinsi maupun ditingkat
kota. Sosialisasi baru hanya dilakukan ditingkat aparatur belum sampai
ketingkat pelaku kebudayaan. Di tambah dengan turunannya yaitu perda
kota bekasi tahun 2022 tetapi sampai saat ini belum dilakukannya
sosialisasi”

Apakah ada rapat koordinasi pelakasanaan Undang-Undang pemajuan
kebudayaan baik tingkat Dinas, Organisasi seni dan budaya, serta pelaku
seni dan budaya?

Jawaban: “rapat koordinasi ada dilakukan tetapi tidak tepat sasaran seperti
sasaran hanya terwakili oleh sebagian dari stake holder pemajuan
kebudayaan tidak melibatkan pelaku budaya dan lain sebaginya”

Apakah ada sumber daya manusia yang handal dalam pelaksaan pemajuan
kebudayaan?

Jawaban: “untuk sumber daya manusia yang handal itu ada, hanya saja
pemanfaatannya itu yang masih belum optimal, oleh sebab itu kamu
sedang melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dalam pengelolaan
pemajuan kebudayaan di kota bekasi, agar nantinya SDM yang ada sesuai

dengan yang dibutuhkan”
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Apakah anggaran sudah memadai dalam pelaksanaan pemajuan
kebudayaan?

Jawaban: “anggaran untuk kebudayaan itu saya kurang tau pertahunnya itu
berapa, karena yang sebelum — sebelumnya itu kita hanya mengajukan
anggaran perkegiatan aja, untuk total pertahun itu saya kurang tau”
Apakah sudah ada sarana dan prasarana yang menunjang program
pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “untuk sarana dan prasarana karena tidak adanya pemetaan fokus
pemajuan kebudayaan, seringkali sarana dan prasarana yang diberikan
kepada pelaku seni budaya akhirnya tidak sesuai permasalahan dan
kebutuhan seni budaya”

Apakah ada rencana program seni budaya yang terdata terstruktur dan
terjadwal?

Jawaban: “Rencana seni budaya sudah ada dan sudah dirancang dalam
bentuk time table artinya sudah ada di benner - benner jadwal pelaksanaan
seni budaya dikota Bekasi”

Apakah ada rencana induk pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “Rencana seni budaya sudah ada dan sudah dirancang dalam
bentuk time table artinya sudah ada di benner - benner jadwal pelaksanaan
seni budaya dikota Bekasi”

Apakah ada SOP dan petunjuk teknis pemajuan kebudayaan?

Jawaban : ”’sop dan petunjuk teknis dalam pemajuan kebudayaan yang
saya tau itu belum ada sop tertulisnya seperti apa, jadi untuk pelaksanaan
kegiatannya itu kita melakukannya sesuai dengan yang perintahkan aja,
sopnya seperti apa saya kurang tau”

Apakah ada koordinasi Dinas dengan Organisasi budaya dan pelaku seni
dan budaya?

Jawaban : : “koordinasi dinas dengan organisasi budaya dan pelaku seni
dan budaya itu kami lakukan ya, karena setiap ada kegiatan kebudayaan
kami selalu terhubung dengan pelaku seni dan budaya untuk menjadi tamu

di acara kebudayan tersebut”.
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Apakah ada monitoring dan evaluasi pelaksana pemajuan kebudayaan?
Jawaban : ” monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemajuan kebudayaan
itu ada ya kami lakukan setelah kegiatan kebudayaan selesai, kami
melakukan rapat dan mengevaluasi kekurang — kekurangan tersebut yang
kemudian menjadi acuan untuk kegiatan sebelumnya

Apakah ada kebijakan daerah tentang pemajuan kebudayaan?

Jawaban: ” iya kebijakan daerah tentang pemajuan kebudayaan itu sudah
ada ya, jadi dari undang — undang itu sudah ada perdanya, tinggal
mengimplementasikannya aja”

Apakah ada media informasi tentang kegiatan pemajuan kebudayaan?
Jawaban: “media informasi itu sebatas informasi kegiatan di website
pemda kota Bekasi, itu yang terjadi misal ada fb Instagram itu hanya
website yang keliatan, bisa dibilang untuk facebook dan instagram
updateanya kurang ya”.

Apakah ada temu pelaku seni budaya?

Jawaban: “’sejauh ini sih kita belum mengadakan kegiatan dengan pelaku
seni ya baik rapat terbatas maupun apapun, mungkin nanti akan di
agendakan”.

Apakah ada koordinasi antar stakeholder seni budaya?

Jawaban: “Koordinasi itu memang dilakukan tetapi tidak melibatkan
pelaku kebudayaan, koordinasi hanya dilakukan oleh aparat dinas terkait
saja”.

Apakah ada kalender kegiatan seni budaya di Kota Bekasi?

Jawaban: “kalender kegiatan itu bisa dilihat di website ya atau bisa
langsung cari aja di google itu nanti muncul kalender kegiatan seni budaya
kota bekasi nanti ada ya”.

“ada ya, kalender seni budaya mulai dari jenis kegiatan seni budaya atau
wisata dilihat dari segi waktu pelaksanaan festival atau pagelaran seni
budaya sehingga terdata dan terindentifikasi jumlah dan waktu
pelaksanaannya kemudian di expos dan di buatkan sosmed dan website

untuk kalender seni budaya”
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Apakah ada pemberdayaan seni budaya di bidang pendidikan, dunia usaha,
dan dunia industri?

Jawaban: “ada, kita memberikin peralat musik tradisional, memberlakukan
1 hari menggunakan batik dan membuat stand — stand kebudayaan di mall
mall

Apakah ada program corporate social responsibility (CSR) dari dunia
usaha dan dunia industri?

Jawaban: “kerja sama dengan CSR itu kita lakukan tetapi saat ini karna

beberapa masalah dan kendala jadi kita tidak menggunakan csr dulu”.
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Lampiran 3: skrip wawancara Aparatur dinas pariwisata dan kebudayaan Kota
Bekasi dan pelaku seni budaya

Skrip wawancara

Nama . Ibu Hj. Ety Sumartini, M.AP
Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal : 24 juni 2024

Pertanyaan

1.  Apakah ada sosialisasi kebijakan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017
tentang pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi?

Jawaban: “lbu Hj. Ety Sumartini, M.AP mengatakan bahwa: “sosialisasi
belum optimal, karena dari kementrian belum tersosialisasi dengan baik,
karena untuk kebudayaan sekarang ini sangat sedikit peminatnya”.

2. Apakah ada rapat koordinasi pelakasanaan Undang-Undang pemajuan
kebudayaan baik tingkat Dinas, Organisasi seni dan budaya, serta pelaku
seni dan budaya?

Jawaban: “rapat koordinasi itu tentu kita lakukan, tetapi sejauh ini
koordinasi baru hanya dengan aparatur saja, seharusnya kan melibatkan
pelaku wisata, nah itu belum kita lakukan”.

3. Apakah ada sumber daya manusia yang handal dalam pelaksaan pemajuan

kebudayaan?
Jawaban: “sebetulnya saya sebelum di dinas ini saya itu dari dinas
perhubungan, jauh kan dengan kebudayaan, dan saya juga sampai
sekarang masih gatau di bekasi ini punya budayawan ga sih, terus punya
sejarahwan ga sih, dan untuk bisa dikatakan sebagai sejarahwan itu tolak
ukurnya itu seperti apa, saya masih bingung”

4.  Apakah anggaran sudah memadai dalam pelaksanaan pemajuan
kebudayaan?

Jawaban: “untuk saat ini belum ada jumlah tetapnya anggaran untuk

pelaksanaan pemajuan kebudayaan ini ya, saat ini kami sedang berupaya
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mengajukan perihal anggaran agar ada jumlah pastinya berapa gitu ya, jadi
untuk anggaran tetapnya itu belum ada”

Apakah sudah ada sarana dan prasarana yang menunjang program
pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “Sarana dan prasarana itu ada, kami memberikan alat musik
tradisonal kesekolah — sekolah untuk digunakan oleh sekolah”

Apakah ada rencana program seni budaya yang terdata terstruktur dan
terjadwal?

Jawaban: “Rencana program seni budaya itu ada ya, kita sudah rancang
jadwalnya seperti festival seni budaya, acara bazar seperti itu sudah kami
rancang jadwalnya”

Apakah ada rencana induk pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “rencana induk ada ya, sedang kita buat hanya belum di
publikasikan aja”.

Apakah ada SOP dan petunjuk teknis pemajuan kebudayaan?

Jawaban: ”sop tentu ada ya, hanya memang tidak di publikasikan untuk
umum, jika dibutuhkan kita ada berkasnya”.

Apakah ada koordinasi Dinas dengan Organisasi budaya dan pelaku seni
dan budaya?

Jawaban: “sampai saat ini sih belum ada ya, tapi mungkin nanti akan kita
rencanakan”.

Apakah ada monitoring dan evaluasi pelaksana pemajuan kebudayaan?
Jawaban: “tentu kita lakukan monitoring dan evaluasi sebelum dan
sesudah pelaksanaan kegiatan™.

Apakah ada kebijakan daerah tentang pemajuan kebudayaan?

Jawaban: ”ada, kita memiliki perda tentang pemajuan kebudayaan”
Apakah ada media informasi tentang kegiatan pemajuan kebudayaan?

13

Jawaban: “ media informasi tentu saja ada ya, kita memiliki Web,
Instagram dan Facebook dan itu ada ya mengelolanya, untuk web itu ada
disperbud.bekasikota.go.id, instagram dan facebook itu dengan user name

Disperbudkotabekasi”
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Apakah ada temu pelaku seni budaya?
Jawaban: “Temu pelaku seni budaya untuk 2 tahun terakhir ini tidak ada,
sebelumnya pernah ada sekitar 5 tahun lalu wali kota mengumpulkan pelaku
seni budaya sekarang hanya yang ada adalah missal pagelaran wayang
pelaku seni budaya dating ketiga hamper sama karena kegiatan koordinasi
dinas dengan stake holder itu”
Apakah ada koordinasi antar stakeholder seni budaya?
Jawaban: “oh iya tentu ada ya koordinasi itu, karna memang itu yang
penting dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan, koordinasi itu biasa
kita lakukan pada rapat persiapan kegiatan kebudayaan, seperti itu ya”
Apakah ada kalender kegiatan seni budaya di Kota Bekasi?
Jawaban: “ada ya, kalender seni budaya mulai dari jenis kegiatan seni
budaya atau wisata dilihat dari segi waktu pelaksanaan festival atau
pagelaran seni budaya sehingga terdata dan terindentifikasi jumlah dan
waktu pelaksanaannya kemudian di expos dan di buatkan sosmed dan
website untuk kalender seni budaya”
Apakah ada pemberdayaan seni budaya di bidang pendidikan, dunia usaha,
dan dunia industri?
Jawaban: “pemberdayaan seni budaya itu kami lakukan ya seperti adanya
pemberdayaan batik agar di sosialisasikan konter - konter hotel di bank
kemudain di bioskop, kemudian kewajiban berpakaian khas Bekasi setiap
sabtu minggu di bioskop dan hotel, pemberdayaan berikutnya ada kuliner
khas yang dilakukan di space - space tertentu di hotel atau dilakukan di
bazar seni budaya”
Apakah ada program corporate social responsibility (CSR) dari dunia
usaha dan dunia industri?
Jawaban: “sejauh yang saya tau sih ada ya, tapi sepertinya kerjasama itu

sudah tidak di gunakan baik oleh pelaku kebudayaan maupun dinas”.
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Lampiran 4: skrip wawancara Aparatur dinas pariwisata dan kebudayaan Kota
Bekasi dan pelaku seni budaya

Skrip wawancara

Nama : Dr. H. Andi Sopandi, S.S., M.Si
Jenis Kelamin : Laki — Laki

Tanggal : 24 juni 2024

Pertanyaan

Apakah ada sosialisasi kebijakan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017
tentang pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi?

Jawaban: “pelaku kebudayaan sejauh yang saya tau itu tidak di ikut sertakan
dalam rapat sosialisasi, kami dilibatkan biasanya pada acara atau festival
kebudayaan aja”

Apakah ada rapat koordinasi pelakasanaan Undang-Undang pemajuan
kebudayaan baik tingkat Dinas, Organisasi seni dan budaya, serta pelaku seni
dan budaya?

Jawaban: “rapat koordinasi ada dilakukan tetapi tidak tepat sasaran seperti sasaran
hanya terwakili oleh sebagian dari stake holder pemajuan kebudayaan tidak
melibatkan pelaku budaya dan lain sebaginya”.

Apakah ada sumber daya manusia yang handal dalam pelaksaan pemajuan
kebudayaan?

Jawaban: “menurut saya sumber daya manusia yang ada di dinas itu masih
kurang memadai, karena banyak yang penempatannya itu tidak sesuai dengan
keahlian yang dimiliki”

Apakah anggaran sudah memadai dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan?
Jawaban: “untuk anggaran, mungkin bisa dibilang anggaran untuk
kebudayaan itu tidak banyak dibanding dengan pemajuan wisata, karena
orang berfikirnya kebudayaan itu tidak menarik ditambah banyaknya
kebudayaan asing yang masuk jadi kebudayaan aslinya kurang banyak

diminati”.
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Apakah sudah ada sarana dan prasarana yang menunjang program pemajuan
kebudayaan?

Jawaban: “sarana dan prasarana itu ada, hanya mungkin masih belum cukup
untuk membantu memajukan kebudayaan ya”.

Apakah ada rencana program seni budaya yang terdata terstruktur dan
terjadwal?

Jawaban: “’rencana program itu sedang di rencanakan setau saya ya”.
Apakah ada rencana induk pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “sebetulnya rencana induk pemajuan kebudayaan itu sudah di
isyaratkan dalam isi undang — undang pemajuan kebudayaan bahwa setiap
daerah itu wajib memiliki renacan induk pemajuan kebudayaan , tim
perumusan rencana induk pemajuan kebudayaan sudah ada kurleb jumlahnya
7-10 orang yang ketuanya dipilih melalui hasil rapat, kemudian muncul
adanya visi, misi, strategi dan program untuk pemajuan kebudayaan, dan itu
sedang kami persiapkan ya”

Apakah ada SOP dan petunjuk teknis pemajuan kebudayaan?

Jawaban: ”Sop dan petunjuk teknis itu belum ada, karena sebetulnya
permasalahan utamanya itu ada di konsep naskah akademik dan peraturan
daerah tentang pemajuan kebudayaan jadi dalam konteks ini sop dalam
pemajuan kebudayaan belum dapat dirumuskan karena konsep regulasinya
tidak detail terkait ruang lingkup pemajuan kebudayaan”

Apakah ada koordinasi Dinas dengan Organisasi budaya dan pelaku seni dan
budaya?

Jawaban: “koordinasi itu ada hanya belumm optimal karena belum
melibatkan pelaku seni dan kebudayaan”.

Apakah ada monitoring dan evaluasi pelaksana pemajuan kebudayaan?
Jawaban: “ada ya monitoring dan evaluasi tapi saya kurang paham
evaluasinya bagaimana dalam menyelesaikan persoalan tersebut”.

Apakah ada kebijakan daerah tentang pemajuan kebudayaan?

Jawaban: iya ada, perdanya itu sudah ada ya

Apakah ada media informasi tentang kegiatan pemajuan kebudayaan?
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Jawaban: “tentu ada ya. Media informasi seperti website, instagram dan
facebook itu ada ya”

Apakah ada temu pelaku seni budaya?

Jawaban: “’sejauh ini sepertinya belum ya, temu pelaku seni yang khusus gitu
belum, hanya terkadang ketika ada kegiatan kebudayaan itu pelaku seni
datang, hanya sekedar itu aja”.

Apakah ada koordinasi antar stakeholder seni budaya?

Jawaban: “koordinasi itu pasti dilakukan, hanya belum optimal karena
kegiatan tersebut belum dilakukan terus menerus sehingga hasil yang didapat
juga belum optimal”

Apakah ada kalender kegiatan seni budaya di Kota Bekasi?

Jawaban: “kalender kegiatan setau saya sedang di rancang ya, tapi saya juga
kurang tau pasti soal itu”.

Apakah ada pemberdayaan seni budaya di bidang pendidikan, dunia usaha,
dan dunia industri?

Jawaban: “pemberdayaan seni budaya dibidang pendidikan seperti misal
adanya lomba kebudayaan di sekolah — sekolah yang kemudian
menghadirkan juri dari pelaku seni budaya untuk menjadi juri dalam
perlombaan tersebut”.

Apakah ada program corporate social responsibility (CSR) dari dunia usaha
dan dunia industri?

Jawaban: “Sebenernya sudah ada lembaga independent yang mengelola dana
CSR namanya Bekasi social responsibility yang terdiri dari praktisi industry
praktisi pendidikan akademisi, Untuk seni budaya CSR bertugas melakukan
pemetaan itu akbibatnya csr ini tidak berjalan dengan baik, kemudian pelaku
seni budaya melakukan dengan caranya sendiri untuk mendapatkan dana
csrnya jadi hanya pelaku seni budaya tertentu aja yang medapat dana csr. Dan
untuk mendapatkan dana csr tidak semua pelaku wisata memiliki kemampuan

tersebut”.



107

Lampiran 5: Surat Keterangan Penulisan Skripsi
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Lampiran 6: Kartu Bimbingan Skripsi
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Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian




